
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG 
PROVINS! ACEH 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG 

TAHUN ANGGARAN 2024 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

Menimbang 

BUPATI ACEH TAMIANG, 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 117 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 177 Qanun 
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan 
Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten yang telah dievaluasi ditetapkan oleh 
Bupati menjadi Qanun tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten dan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten; 

b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 
2024 telah dilakukan penyempurnaan agar tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 
903 / 1792 / 2023 ten tang Hasil Evaluasi Rancangan 
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tamiang 
ten tang Penjabaran Anggaran Penda patan dan Belanja 
Kabupaten Tahun Anggaran 2024; 

c. bahwa/ 
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c. bahwa berdasarka n pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 
Anggaran 2024; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, 
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh J aya, 
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang 
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran 
Negara Republik Indon esia Tahun 2002 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4179); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaha n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 2 10); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 006 Nomor 62, Tambahan Lebaran 
Negara Nomor 4633); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terak.hir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

~} 8. Undang-Undang / ' 
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8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 4502) , sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pem erintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279) 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

~ i 18. Peraturan/' 
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18. Peraturan Pem erintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pem erintah Nomor 27 
Tahun 2014 Ten tang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersum ber dari Anggaran 
Pend a p atan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Nomor 187 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangka t Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawa san Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

~ i 22. Peraturan/ 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6847); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 6881); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6883) 

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2012 ten tang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 754); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

29. Peratur1 
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratura n 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 021 Nomor 431); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 799); 

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi 
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 

33. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 
Aceh Tamian g (Lembaran Ka bupaten Aceh Tamiang 
Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46 ); 

34 . Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 
Tamiang Nomor 55); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG 
dan 

Menetapkan 

BUPATI ACEH TAMIANG 

MEMUTUSKAN: 

QANUN TENTANG ANGGARAN 
BELANJA KABUPATEN ACEH 
ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

PENDAPATAN DAN 
TAMIANG TAHUN 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapa tan dan 
Belanja Kabupaten yang disingkat APBK adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten 
Aceh Tamiang yang ditetapkan dengan Qanun. 

2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah 
Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
berkenaan. 

3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. 

4. Pembiayaan Daerah adalah setiap pen erimaan yang 
perlu dibayar kembali dan/ atau pengelu aran yang 
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

Pasal 2 

APBK terdiri atas: 
a. Pendapatan Daerah; 
b. Belanja Daerah; dan 
c. Pembiayaan Daerah. 

Pasal 3 

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan 
sebesar Rpl.327.553.114.987,00, yang bersumber dari: 
a . Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
b. Pendapatan Transfer ; dan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 
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Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a diren canakan sebesar 
Rpl24.394.730.500,00 yang terdiri atas: 
a. Pajak Daerah; 
b . Retribusi Daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di 

pisahkan; dan 
d. Lain-lain PAD yang sah. 

(2 ) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp23.079.000.000,00. 

(3 ) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp2.981.730.500,00. 

(4) Hasil pengelola an kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp5.317.000.000,00. 

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp93.017 .000.000,00. 

Pasal 5 

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar 
Rpl.172 .129.722.537,00 yang terdiri atas: 
a. Penda patan Transfer Pemerintah Pusat; dan 
b . Penda patan Transfer antar Daerah. 

(2 ) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp l .134.457 .872.212,00. 

(3 ) Penda patan Transfer antar Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b diren canakan sebesar 
Rp37.671.850.325,00. 

Pasal 6 

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa l 3 huruf c direncanakan sebesar 
Rp31.028.661.950,00 yang terdiri atas Lain-lain 
Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2 ) Lain-lain Pendapa tan sesuai den gan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 
Rp31.028.661.950 ,00 . 
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Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
direncanakan sebesar Rpl.347.302.813.987,00 yang 
terdiri atas: 
a. Belanja Oper asi; 
b. Belanja Modal; 
c. Belanja Tidak Terduga; dan 
d. Belanja Transfer. 

Pasal 8 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf a diren canakan sebesar 
Rp901.554.698.641,00 yang terdiri atas: 
a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa; 
c. Belanja Subsidi; 
d. Belanja Hibah; dan 
e. Belanja Bantuan Sosial. 

(2 ) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a diren canakan sebesar Rp534.197.299.352,00. 

(3 ) Belanja Barang d a n J asa sebagaimana dimaksud pa da 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp280.855.69 l .679,00. 

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp955.000.000,00 

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp73.996.557.610,00. 

(6 ) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rpl 1.550.150.000. 

Pasal 9 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar 
Rp201.844.285.298,00, yang terdiri atas: 
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan 
e. Belanja Modal Aset Lainnya. 

(2 ) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a d irencanakan sebesar 
Rp69.137.914.419,00. 

i., } (3) Belanja/ 
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(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp41.054.155.381,00. 

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp83.690.905.433,00. 

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp7. 766.598. 900,00. 

(6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rpl 94.711.165,00 

Pasal 10 

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar 
Rp8.000.000.000,00. 

Pasal 11 

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar 
Rp235.903.830.048,00, yang terdiri atas: 
a. Belanja Bagi Basil; dan 
b. Belanja Bantuan Keuangan. 

(2) Belanja Bagi Basil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp2.606.073.048,00. 

(3 ) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp233.297.757.000,00. 

Pasal 12 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 
direncanakan sebesar Rpl 9.749.699.000,00 yang terdiri 
atas: 
a . Penerimaan Pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran Pembiayaan. 

Pasal 13 

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan 
sebesar Rp26.049.699.000,00 yang terdiri atas Sisa 
lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran 
sebelumnya. 
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(2) Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
direncanakan sebesar Rp26.049.699.000,00. 

Pasal 14 

( 1) Anggaran Pengeluaran Pem biayaan 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b 
sebesar Rp6.300.000.000,00 yang 
Penyertaan modal daerah. 

se bagaimana 
direncanakan 
terdiri atas 

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp6.300 .000.000,00. 

Pasal 15 

( 1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan 
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya 
defisit sebesar Rp(19.749.699.000,00). 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih Penerimaan 
Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan 
direncanakan sebesar Rp19.749.699.000,00. 

Pasal 16 

( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan 
mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan 
dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukan dalam 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial 

dan/ atau kejadian luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau 
c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat 

mengganggu kegiatan pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) meliputi: 
a . kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia 
dalam tahun anggaran berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib; 
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c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali 
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang­
undangan; dan/ a tau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda 
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
Pemerintah Daerah dan/ a tau masyarakat. 

Pasal 17 

( 1) U raian APBK se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
terdiri dari: 
a. Lampiran I Ringkasan APBK yang 

diklasifikasi menurut kelompok, 
jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

b. Lampiran II 

C. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lam pi ran VI 

g. Lampiran VII 

Ringkasan APBK yang 
diklasifikasi menurut urusan 
Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 

Rincian APBK menurut urusan 
Pemerintah Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, sub kegiatan 
kelompok, jenis pendapatan, 
belanja dan pembiayaan; 

Rekapitulasi belanja dan 
kesesuaian menurut urusan 
pemerintahan daerah, 
organisasi, program, kegiatan, 
dan sub kegiatan beserta 
indikator dan target kinerjanya; 

Rekapitulasi belanja daerah 
untuk keselarasan dan 
keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan 
keuangan negara; 

Rekapitulasi Belanja Untuk 
Pemenuhan SPM; 

Sinkronisasi Program pada 
RPJMD / RPD dengan 
Rancangan APBK; 

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan pada RKPK 
dan PPAS dengan Rancangan 
APBK; 
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1. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas 
dan Kegiatan Prioritas Nasional 
dengan Program Prioritas 
Daerah; 

J. Lampiran X 

k. Lampiran XI 

1. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII: 

n. Lampiran XIV : 

o. Lampiran XV 

p. Lampiran XVI : 

Daftar jumlah pegawru per 
golongan dan per jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar penyertaan modal daerah 
dan investasi daerah lainnya; 

Daftar perkiraan penambahan 
dan pengurangan aset tetap 
daerah dan aset lain-lain; 

Daftar Sub Kegiatan tahun 
jamak (multi years); 

Daftar Dana Cadangan; dan 

Daftar Pinjaman Daerah. 

(2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Qanun ini. 

Pasal 18 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
se bagai landasan operasional pelaksanaan APBK diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 19 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. 

Ditetapkan di Karang Baru 
pada tanggal, 9 ::Januari 2024 M 

27 JurMdil At:hir 1445 H 

~ - BUPATI ACEH TAMIANy, 

Diundangkan di Karang _Baru 
pada tanggal, 9 Janut:tr• 2024 M 

27 JLIModil ~l::h j,- 1445 H 

_1 ~ Plt. SEKRETARIS DAERAH 
~~ KABUPATEN ACEH T:~IANG, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024 NOMOR 1 
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINS! ACEH (1 /9/2024) 


